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Abstract

There is o probibition ale in the 1945 Canstitton 1o build the conglomeration, 1 anly
says that Indunesian governmen: shendd manage the economic development for giving
oriarity 1o all people through Coaperative body as saw by article 33

Irdanesian ceanomic develepment in nowday ook likes 1o give some advantages
for conglomerals Homea biggest company] &l the zame 1ims coaparative as malor factar
af Indonesia eeonamic aHair o take aside,

In ceder 1o anticipate this develapment shoukd be dane through legal pelicy which
ie fprmndated the Indonesian 1945 constitution. The coaperative must be protacterd o
reaming several years When il strang encugh to comp=titive with ather econcmic playmrg
the pratection should be ended.

Latar Belakang

Pazal 33 UUD 1945, merupakan landasan struktoer hukum ak-
onomi Indonesia  yang dicita-citakan,' Bagaimana struktur
hukum ekoromi vang dicita-citakan ity ? Pertanyaan itu dljawab
aleh Pasal 33 ayal I UUD 19453 menetapkan kalau perek-
onomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan ? Soepomo pada pidate penjelasan penyusu-
nan UJUD 1945 mengatakan, Dalam lapangan ekonomi, negara
akan hbersifat kekeluargaan juga cleh karena kekeluargaan itu
sifat masyarakat timur yang harus dipelihara sehaik-haiknyu.z.

1 Lihat lsmad Saleh, Peranan Hanglomerst Sebagai Pelaky Ekonomi dalam Rangha
Pembanguran Masicnal Menurut 1D 1945, manakals [ishust Panal pacda
Diizsnatalis ke 200V Universitas Tarumanegara, 20 Febeuari 19590



Sifathekeluargaansepartiituslendames €. Scott disebul moral
elonomi petent di mana orang seorang Adak dibenarkan makmur sendiri.
Setap oreng kaya harus mengamalkan kekayaannyz ke ki dan ke kanan.
Setiap surplus vang dimilikinua harus segera dibagikan tanpa ragu. Kemunifas
tiedal maw begite saja menanggung terjadinga perbedoan kn:l.kayaaﬂ.B Heh
cabah it Pasal 33 UUD 1945 menetapkan batwa kemakmuran masyarakat:
lak yang divtarnakan bukan kemakmuran arang- searang. Karenanya perck-
onomian disusun sebagai usaba bersamna berdasarkan atas usaha
kekeluargaan.

Untuk mengokehkan cita negara Indonesla tentang penguatamaan
kemakmmuran orang banyak, maka alinia keempal Penielasan Pasal 33 UUD
14045 memberikan patakan. “Harva perusahaan yang tidak menguasal hajat
bndup orang banuak boleh di tangan srang-searang’ Kenapa demikian®
Kalimat penjelasan sebelumnya meneranokan bahwa cabang-cabang pro-
dulsi vang penting bagi riegara dan menguasai hajat hidup orang banyak
vidals holeh dikuassi oleh orang-searang dikhawatirkan kalau hal ity terjadi,
raliyat baryak akan ditindasrva.

Penjelasan di ames paralel dengan salah =atu tujuan Kemerdekaan

Indonesia, vaiu Mewujuckan leadilan sosial_bagl seluruh rakyat Indonesia
sman fstilah lainnya Memajukan kesejableraan umurm,

Koperast dipilih dan ditetapkan sebagai bangun perusahazn  vang
sesuai untuk mewuudkan cita perekonomian negara [ndonesia tersebut, vailu
menauiamakan kemakmuran masyarakat.

Koperasi lelah diber tempat yang istimewa oleh konstitust dan GEBHN
cehagai bangun usaha vang dipih untuk mewujudkan kemakmuran masyara-
val Mamun dalam kenvataannya dewasa ini koperasi sangat tertinggal di
dalam perkembangannya maupun dalem kemarnanan kedudukannva dalam
cata ekonemi Indonesia dibandingkan sektor kapialis swasta (BUIME] dan
seltor eatisme [BUMNIF. Hal imu dapat difihat indikasinga dari data vang
ditampitkant Christiante Wibisono dalam digkusi panel Aspek Hukum

7 Lihat Scepoma, Pdate penjelasan pentasunan D 1945, dalam Himpumean
Risalan Sidang-Sidang Pemusunan LLID 1945 Jahasta : Selmeg, 1945,

Lihat James O, Scott, Maral Ekcnomi Petani, Jakarta : LP3ES, 1981

4 Linas Husek Kian Gie dalam Analisa Mo, 12, Diesamber 19840,
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Henalomerat dalam Hukum Fhkenomi Indonesia, dimana diantara = 300
perusahazn konglomerat Indonesia hanva AJB Bumi Putra vang berhentuk
koperasi.”, Sebagian besar dari perusahaan konglomerat Indoresia memakai
pentuk perusahaan perarangan atau persercan dengar: bertandaskan zsas
ndividualisme yang mengutamakan kemakmuran orang-seorang.

Kenyataan vang rerjadi dewasa ini, straktur bukurm ekonomi Indonesia
telab menchasitkan output vang berbeda dari vang dirancang oleh Pasal 33
ULID 1945 vang telah memilth koperast sebagai bangun perusahaan vang
sesual, sebagad alal untuk mewjudkan kemakmuran bersama. Sebagal hasil
akhir mestinva koperasilah yang tampil atau muncul sehagai benml usaha
vang paling mantap kedudukannya mavpun kesuksesannyva. sehagal salah
saty pelaku ekonomi atau sektor ekonam: menurat Pasal 33 UUD 1945
sayangnya, dalam kenyataannya peruszhaan konglomera: (BUMS) lab vang
berjava menjadi bangun usaha vang sukses dan mantap kedudukannya dalam
perekonomian Indonesia.

Permasalahan

[art uratan di atas timbul permasalahan menvanghkut, bagaimanakab ek
tensi perusahaan konglomerat menurut Pasal 33 UUD 19457 Dengan kata
lain, apakah hadir dan suksesnya perusahaan konglomerat sebagat salah satu
pelaku ekonomi dalam struktur perekonomian [ndonesia tidak berentangan
dengan FPasal 33 LILJD 1945 vang telah memilih koperasi sebagal bangun
perusahazn vang sesual untik mewujudkan salah satu cita-clata kemerdekaan

Indonesia, vaitu masyarakat adil dan makmur.

Pengertian Konglomerat

Mernurdt Kwik Kian Gie, konglomerat adalah kumpulan prafir centers vang

dimiliki olek satu orang atau satu perkangsian dan sekelompok keeil ﬂr&r‘:gﬁ.

& Lihat Christianto Wibisono, Aspek Hulkum Renglomerat dalam Hukum Indenesia,
mskalsh dighusi panel pada Thesnatals Universias Tanumanegara ke 3RV 20
Februari 1959,

B Lihat Bwick Kien e, Sehali Lagi Apa itv Honglemeral, Mompas Rebwe 22
Movember 1959,
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Pada Prinsipnya konelomera:s merupakan hasil pengembangan perusabaan
dengan berbagai diversivikasl, baik secara vertikal maupun horizontal,

Diversivikasi tersebut dilakukan dengan motif pembangian resiko
antar anak perusahaan (sprecd out) dengan saszran mencapai sualu lingkat
eflislensi vang tingai, veng akhimya akan bermuara pada makin besarnya
keuntungan yang didapat oleh perusahaan secara keseluruhan,

Mativasi yana demikian itu tentu harus dibina dan ditingkathan, serta
dipupuk terus menerus, tidak saja oleh BUMS, namun juga perlu ditiru aleh
BUMM dan koperasi.

Wawasan Pembangunan Hukum

Menteri Kehzkiman Bl [smail Saleh dalam sua arfikel vang dimuat
Kompas mengenai wawasan pembangunan hukum nasional, menge-
rmukakan ada tiga dimensi dalam pembangunan hukum nasional, vaitu |

1. Dirmens pemeliharaan
2. Dimensi pembaharian
3. Dimensi penciptaan.®,

Muneul dan tumbuh kembangnya salah sty pelaku ekonommu yang
sangat hanyak dibicarakan dewasa ini yang populer dengan istilah konaglom-
erat holeh dikatakan merupakan hasil dinamika dan kreatwitas insan ek-
anomi.

Sehubungan dengan adanya tiga kategori dalam wawasan parmiba-
rgunan hukurn nasional seperti dilontarkan lemail Saleh di atas. agaknya
tepal kalsu masalah konglomerasi yang lengah menggejala dewasa ini
dimasilkkan ke dalam kategor Dimensi penciptaan, Karena sampar saat ini
kita belurm mempunyat aliran menvangkut konglamerasi,

Peringatan oleh Konstitusi

Kalau dibaca Penjelasan Pembukaan UUL 1945 maka akan diumpai Waorn:
ing yang sangat bagus sekali, vang menggambarkan betapa jaub dan tajam

7 Lihat lsmail Saleh. Wawasan Pesbangunan Nasiceal, Kompas 1 Juni 1983,




vist dari The Faounding Fathers Republik Indonesia ini. Karena jauh- jauh
hari lelah diberi peringatan tentang pentingnva mengikuli dinamika
masyarakat dan diingatkan agar jangan terburu-bury memberi bentuk atau
lristalisasi pada pikiran-pikican vang masih mudah berubah seperti vang
dinyatakan berikut : "Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan
dan negara Indonesia, Masyarakat dan negara [ndoresia tumbol, jaman
herubah: terutama pada jaman revolusi lahir batin selarang ini, Oleh karena
itu kila harus hidup secara dinamis, harus melibat segala gerak-gerik kehidu-
nan rmasyarakat dan negara [ndonesia. Berhubung dengan it ianganlzh
tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi benmuk kepada pikiran-pikiran
yang masih mudah berubah”

Peringatan ini tentu juga berlaku bagl kita dalam merakajl kehadiran
nerusahaan konglomerat dengan memakai indikator khusus, Pagal 33 LLID
1945 vang merupakan landasan bagl stk hukum ekonomi Indonesia
Sehingga sikap gegabah dan terburu nafsu dalam memberikan cap halal atau
haram bagi hadirnya banyak perusahaan konglomerat belakangan ir, ten-
herya tidak sesual dengan semangat dan penngatan yang telah diberikan oleh
kenetitusi diatas.

Legalitas bagi Paham Individualisme Ekonomi

Bung Hatta sehagal konseplor Pasal 33 UUD 1945 mengatakan. " Apabila
Lita sanggup berpikir dengan melepaskan dogma dan trauma, melihat realitas
hidup, maka ryatalah munculnya inisiatil partkelir fiu tidak dapat dielakkan,
Mara yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah dan mana vang tidak tergigil
nleh koperasi, mau tidak mau menjadi medan mereka; dalam mass pemba-
ngunan ini. Revolusi nasional kita tidak saja menanarn paham kolekiivisme,
letapi menghidupkan juga semangat individualisme ekonomi.. Sealan de
ngan uraian Bung Hatta diaias, maka Padmowahyono mengatakan.
“Dantaran The Founding Fathers, telah terjadi kesepakatan untuk
mendirkan negara berdasarkan aliran pikiran vang integralistk. Tizjuan
utarna dari cara pandang integralistik Indanesia adalah mencapai kemakmu-
ran dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap menghargai dan MEniunung

8 Lihat Mohammad Hatta, Mesnbangun Keoperasi dan Koperasi Mermbangun, clalam
Haperasi dalam Orde Ekanemt Indonesiz, el Syl Edi Swasons, Jakarta - LUIP, 1983,
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inqai harkat dan martabat orang-seorang”.

Hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal ll Aturan Peralihan
D 1945 vang berbunyi, “Segala badan negara dan peraturan yang masih
ada masth langsung berlaku, selama belum dizdakan vang baru menurut
adang-undang dasar ini".

Konsekuensi logis dard Pasal Tl Aturan Peralinan ini jalah beriakunya
‘ukum produk Kelonial Belanda yang berasaskan individualisme yang men-
qutamakan orang-secrang! seperti KUHPer, dan KUHD yeng melahirkan
sentubi-benmuk perusahaan seperti FT, CV, Fa dan lain-lain; yang pada
smumnya merupakan bentuk perusshasn vang lazm dipakai oleh perusa-
hzan konaglomerat Indonesia.

Dlari uraian di atas nyatalah bahwasa meskipun koperasi diberi
lempat yang istimewsa oleh kanstitusi karena telah dipilik sebaga bangun
perusahaan yang sesuai untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat,
nammun itu tidak herart perusahaan swasta {(BUMS) yang mengutamakan
srang- seorang dilarang untuk berkembang, melainkan tetap diberi tempat
dan dibargai.

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya tad ada menegaskan, kalau
perusabaan konglomerat diharamkan eksistensinya, Mamun demikian it
tidak berarhi kita holeh dengan serta merta menyimputkan kalau keberadaan
perusahaan konglomerat tersebut fidak tertentangan dengan konstitusi Indao-
nesia umnumnya dan Pasal 33 LIUD 1945 khususnya.

LD 1945 tidak anti besar (konglomerat), vang penting dan mens-
pakan kunci vang tidak boleh dilopakan oleh perusahaan konglomerat
Indonesia lalah batasan atau rambu-rambu vang terkandung dalam Pasal 33
LU 1945,

Dizlarm proses perumusan UUD 1945 pun dapat dijumpai pernikian
yang memberi kemungkinan hidup dan berkembangrya bangun usaha non
koperasi, seperti dikutip darl pidato Scepomo dibaswah ini.

"Sistern tolong-menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai

salah satu dasar ekonomi negara Indonesia .

0 Lhat Padmowshono, Integrelistk [rdonesiz, Persati, Mejalah Pilsafat, Hubkum
dan Eiika, nomor ketige, Januar 1990,
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Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa di samping rambu-
rambu yang felah ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945, sistern koperasi
dikehendaki sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indenesia. Anjuran ini
tenunya juga berlaku bagi perusahaan konglomerat Indonesia dalam men-
falankan usahanya, vakni haruslah berdasarkan sistern koperasi {coopere-
tive). Mamun pengertian koperasi dalam konteks ini jangan dicampuradukkan
dengan pergertian badan usaha koperasi yvang telah umum dikenal.

Penunjukan sistemn koperasi sebagai salah satu dasar dalam perek-
onomian Indonesia ind, sejalan dengan bunyi Penjelasan Pasal 2 UUD 1945,
yaitu @ “Yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi,
serikal pekerja dan lain-lain badan kolektll. Aturan demikian memang sesuai
dengan aliran zaman. Berhubungan dengan anjuran mengadakan sistem
koperasi dalam ekonomi, maka avat ini mengingatkan adanva golongan-
golongan dalam badan-badan ekonomi™,

Karena kalimat pertama kutipan di atas tegas menyehutkan kalauvang
dimaksud dengan golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi,
maka anak kalimat terakhir Penjelasan Fasal 2 ULID 1945 vang berbunyi,
“Maka ayvat inl mengingatkan adanya golongan-golongan dalam badan-
badan ekonomi”, maka penulis berkesimpulan kalau badan-badan dalam
bidang ekonomi vang dimaksed tentulah BUMS, BUMM dan Badan Uzaba
Hoperasi.

Sehingga kesimpulanmya, badan ushamma balsh BLUMS, atau BUMN
maupin Badan Usaha Koperasi, namun hanuslah tetap memakai sistern koperasi.

Kesimpulan di atas dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menctapkan
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Jadi jelasiah bagi kita bahwasanya asas kekeluargaan i
ditetapkan untuk semua pelaku ekonomi Indonesia baik BUMN, BUMS,
maupun koperasi. Sehinga apa pun bentuk badan usahanya seperti FT, CV.
Fa, Perum, Perjan, Koperasi dan lainlain, sernuanya harus berdasarkan

sistern koperasi.

100 Lihat Scepomo, pidatc Penjelasan ULID 1945 dalem Himpunan Risalah
Pembuatan LILID 1945, Jakarta : Sekneg, 1959
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Penafsiran Terhadap Asas Kekeluargaan

Darj permaparan di atas sudab barang tentu timbul pertanyaan, apa vang
dimaksud konstitusi dengan sistermn koperasi?

Bung Hatta sebagai konseptor Pasal 33 UUD 1945, mengatakan
kalau kekeluargaan jtu adalah koperasi, Perkataan UUD ini bukaniah hanya
suatu pernyatan ideal bangsa, tefapi suruhan unhak bekerja ke arah it 1L,
Sehingga dari pernyataan di alas dapatlah kita katakan kalau sistern koperasi
yang dimaksud konstitsi, ialah sistem yang berdasarkan asas kekeluargaan
yarig menunst penjelasan Bung Hattz berasal dan Taman Siswa untul
menentukan bagaimana gun dan maurkd vang tinggal padanya. Hidup sebaga:
saty keluargs, begitu pulalah hendsknya koperasi Indonesia. Hubungan
antara anggota koperas: satu sama lain harus mencerminkan crang-orang
hersaudara, rasa solidaritas dipupuk dan :liperkuai.m [ari keterangan Bung
Hatta tersehut nvatalah bagi kita kalau asas kekeluargaan dimaksud meri-
pakan etika atau moral dalam berusaha,

Meskipur dalarn menjelasian asas kekelsargaan Bung Hatta mernakial
contoh konkrit anggota kaperasi, namun hal it jangankh dianikan secara sempit
alau efika ateu moral datam berusaha vang barus melandast perekonomian
Indonesia jhue vakoi, seperti cerminan orang- crars bersawdara yang didasari rasa
solidaritas yang linggi, hanya uniuk Badan-badan Roperast saja; sedarygkan badan
wsaha yang lain bokeh memakai etika atay moral yang berbeda dalam berusaha

Penafsiran vang sempit ity, tenfu saja sangat keliru karena secara
langsung bertentangan dengan Pasal 33 UL 1943 vang menempatkan as5a5
kekeluargaan sehagai asas vang melandasi perekenomlan Indonesta.

Jadi jelaslah babwasanya asas kekeluargaan yang melandasi perek-
anomian Indonesia it merupakan instruke: moral bagi para pelaku ekonomi
Indonesia dalam berusahia yang mencerminkan sikap orang bersaudara yang
dllandasi tasa solidaritas vang tinggi, sehingga tidak dibenarkan adara
monopol, karte, dumping dan segala tindakan yang tercela dalam berusaha
yang menguntungkan pribadi, namun merugikan orang/golongan lain.

11 Lihat Mohammed Hatta, Membangun Koperasi, dalam Hoperasi dalam Orda
Elonomi ndanesia, oleh Sri Edi Swmseno fad), Jakarta - [UF, 1983.
17  Lihat Mchammad Hatta, Penjabaran Pasal 33100 1945, Jakarts - Mutiars, 19840,
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Sudah barang tentu etika atau moral dalam berusaha tersebul berlakn
secara tmbal balik dalam suatu kesaluan antara pengusaha dengan pen-
gusaha, anlara pengusaha dengan pihak ketiga, antara pengusaha dengan
burub dan bahkan antara pengusaha dengan konsumen.

Bukankah dalam keluarga rasa saolidaritas itu dipandang bernilai ingai,
di mana antara sesama anggota keluarga saling menclong | saling memban-
tuk, bukan s-iing mencelakakan ataupun melakukar perbuatan atau tndakan
dengan tidak mermikirkan dampaknya bagl angaota keluarga lain, Pesan vang
terkandung dari kalimat rasa solidaritasnva di pupuk dan diperkuat ialah agar
antara sesama pengusaha dan pihak-pihak vang terkaitdalam dunia usaha,
saling menunjang menuju ke arab kemajuan bersama, Sebagal konsekwensi
logisnya maka setiap tindakan vang bertujuan untuk mematikan, monopali
dan kartel maupun permekaran perusahaan besar yang mematikan pen-
ausaha kecil, tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan etika atau
maoral solidarnitas dan persaudaraan yang dikandung asas kekeluargaan.

Penulis berkesimpulan babwa perwujudan vang tepat dan konkrit dari
asas kekeluargaan vang dikandung Pasal 33 UUD 1945 adalah melalui
penciptaan undang-undang anti frust atau anti manopali, unfair competi-
tian, fair trade, small bussines act, product liability dan lain-lain.

Penulis berpendapat demilian karena kalac kita telusuri kembali
sojarah perurmuzan LIUD 1945 umumnya dan pasal 33 pada khususnua maka
akan dapat kita ketahui hal apa saja vang ditertang atay tidak disukai oleh
The Foounding Fathers,

Dalam penjelasan Pembukaan ULUD 1945 telab diingatkan babwa
untuk dapat mengerti sunggub-sungguh maksud Undang-bndang Dasar
negara, maka harus dipelajari bagaimana ferjadinya teksnya ity dan harus
diketahui dalam suasana apa teks tersebut dibuat, Bung Hatta dalam rapat
besar persiapan UUD 1945 mengatakan, “Kita harus menentang Individu-
alisme dan Kapitalisme dan sava sendiri haleh dikatzkan lebih dan 20 tahun
berjuang untuk menentang Individualisme. 19, Kenapa Individuabsme oleh
Bung Hatta? Hal it dapat diternukan jawabannya pada pidata Soekamo
dalam rapat besar perstapan LD 1945 tanggal 12 Juli 1945 dimana

13 Lihet Himpunan Risaleh sidang BPUPHKI dan PPEI vang berhubungan dengan
penyusunan LUT 1945, Sehneg Rl 1959, halaman 227-228,



dikatakan "Paham arau dasar falsafab Individualisme telah menjadi sumsum
gkonomi Liberalisme. Dengan adanya ekonomi Liberalisme vang bersem-
povankan Loissez faire, Laissez Passer yang memberikan hak sepenuh-pe-
nunnya kepada beberapa orang manusia saja. Untuk menghisap, memeras,
menindas sesama manusia’.

Dari pidato Bung Kamo di atas dapat dikatakan babwa secam implisit
Soekarnc telah menentang monopol. penghisapan dan pemerasan vang
merugikan sesama apapun bentukiya dan keberadaan Undang-Undang vang
mengalur tentang foir trode, smoell business act, product lichilily dan
lain-lain itu tidak lain sebagai usaha untuk mencegah penghisapan dan
pemerasan dengan kedok bissness yang akhimva toh akan merugikan ralyat
panyak. Karena bukankah salah satu tugas atau fungs negara vang ingin
dwujudisan melalu! berbagai perangkat aturan adalabh melindungi segenap
Bangsa atau rakyat dan negara Indonesia sama dengan apa vang termakiub
pada alenia 4 Pembukaan LD 1945,

Rambu-rambu yang Harus Diperhatikan Perusahaan Konglomerat

Jasal 33 UUD 1945 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagal usaha
sersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Perkataan perekonomian
lisusun tersebut sebenarnya mengandung penugasan aklif kepada pemerin-
ah untuk menyusur atau mengatur perekonomian berdasarkan cita negara
ndonesia tentang perekonomian vakni dilakukan atas usaha bersama (kolek-
ift berdasarkan asas kekeluargaan (sistern koperasi). Dalam rangka mewu-
udkan kesejahleraan umum [orang barak) bukan hanva hesejahteraan
wang-seorang atau segelintic orang. Hal itu sejalan dengan tujuan kemer-
lekaan Indonesia pada alinia keempat Pembulzan DUD 1945, vaitu mema-
dkan keselahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fenugasan aktif oleh konstiwsi tersebut di atas berarti bukuarn harus
fipakal sebagai alat perekayasaan sosial untul mewujudkan perekonomian
esuai dengan cita ckxonom: banasa Indonesia vang menekankan atau lebib
nementingkan orang banvak. Istilah vang urmum dikenal untuk tugas habom
sepertd i falah law i= o tool of social engineering.

Dart uralan terdabuby reba dapat dispetaban babws habhal vang hans
liperhatilan perusabzan koraglormerat Indonesia sehagai mmbue-rambe antars bin



1. Mengutamakan kessjahteraan atau kemakmuran orang banyak implikas:
A antara lain suatu perusahaan meskipun menguntungkan dari suduf
ekonomi atau kemersial namun menimbulkan kerugian hagi masyarakat,
sepertl terjadinga pencemaran lingkungan, maka perusahaan terssbui
harus dibentikan operasionalnya sampai dampak vang ditimbulkan dapat
dihilangkan/dikurangi sampai ambang batas yang aman bagi masyarakat.

2. Dilakubion sebagai usaha bersama vang harus ditafsirkan dari daus sis
vaitu dari sudut kanmwan dan kepemilikan
Diar sudut karyawan divwujudkan dengan cara mempergunakan semmaksi
mal mungkin tenaga Indonesa sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945,
sehingga pemakaian tenaga kerja asing, sedangkan tenaga lndonesi
tersedia dan mampu melakukan kualifikasi peherjaan tersebut, dapa:
dinvatakan sebagai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945,

Diari sudut kepemilikan, karena perekonomian Indonesia mengutamakan
kesejahleraan orang banvak, maka konsentrasi kepemilikar: perusahaar
di tangan segelintiv orang saja. jleas fidak sesual dengan etika moral ata.
liwa Pasal 33 ULID 1945, Oleh sebab ity perusahaan konglomera
Indonesia harus berbentuk PT terhuka {go public) vang kepemilisan s
pendiri atau konglomerat harus dibatasi oleh perundang-undangan. rie
alnya maksimum sepulub atau dua puluh persen vang boleh ditarzan
pencin, sisanya mestilah dimiliki masyarakat melalui penjualan saham ci
pasar modak,

3. Berdasarkan asas hekeluargaan, sebagaimana vang telah divraikar rer-
dahielu kata kekeluargaan di sint haruslab ditafsirkan sebagai etiks atay
rmoral vang harus dipatuhi pengusaba dalam menjalankan perusahaan

4. Perusahaan swasta dan konglomerat tidak boleh menguasat dalarm arr
monopcll hajat hidup arang baryak. Mereka boleh berusaha menyangiut
hajat hidup orang banyak seperti sandang, pangan. papan. dan lain-lain
namun tidak boleh monopali ataupun melakekan oligopali. karena ugas-
tugas dilarang oleh Pasal 33 UUD 1945, Hak monopeli untuk hajat bidur
arang banvak hanva boleh berada di tangan negara,

Apa yang tersirat dan tersural sebagai misi vang diemban oleh Pasal 33
UUD 1945 tersebut lebin dabily dilaksanakan oleh negera liberal seperti
Amerika Serikat dengan Undang-Undang The Sherman Antitrust
Act, disusul dengan undang-undang vang lain vang daspat menjamin
adanya suaty permainan vang fair seperti dikatakan oleh L.M. Fried-
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man. This law, practically speaking, created a new field of law: antitus:-
law. this & the branch of law, which deal with monopalies and other
bussines praciices, that restrain trade, and (in theory) harm competi-
)
tion.." 7.

Kesimpulan

Dariuralan di atas dapat disimpulkan kalau keberadaan perusahaan konglam-
erat tidak dilarang oleh konstitusi, khusus Pasal 33 ULD 1945, Namun o
satu hal yang penting untuk diketahui dan dipatuhi oleh perusabiaan konglam
erat lersebul falah aturan main atau rambu-rambu vang telah dipasang oleh
kenstitusi pada umumnya dan Pasal 33 LUD 1945 pada khusasmva.

Unrak ity sesuai dengan amanat konstiles, permerintah dibebani tugas
aoar secara aktf berusaha membentuk perskonomian Indonesia sesuai
dengan cita negara Indonesia tentang perekonomian, vaitu menguiamalan
kepentingan orang banyak: dan hukum mestilah dipakal schaga alat
perekayasanya untuk mengarabkan insan shonomt Indonesia ke arah vang
telah digarikan konstitus kitz

Sudah saatnya dipikirkan dan disahakan dengan sungguh-sungguh
untul reelahirkan hukumn pekok perekonomian Indenesia yvang akan berlaku
sebagai aturan umum vang akan mengatur semua pelaku ekonomi  dan
tindakan ekonomi dalam suatu undang-undang payung.
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